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SURAT EDARAN
NOMOR SE. 2 /MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2021
TENTANG
PENGATURAN PERALIHAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH

NOMOR 5 TAHUN 2021, PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2021,

0

DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2021

Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Kehutanan, maka saat ini dilakukan proses penyusunan Peraturan Menter1
Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai peraturan pelaksanaan dari 3
(tiga) Peraturan Pemerintah tersebut. Sebagai exit strategis dalam
mengatasi hambatan dalam pelayanan dokumen lingkungan dan

permohonan perizinan berusaha, diperlukan pengaturan melalui Surat
Edaran Menteri.

Tujuan

Untuk memberikan pedoman pelaksanaan perizinan berusaha sebelum
ditetapkannya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021,
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, dan Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2021 yang mengatur Perizinan Berusaha lingkup
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dasar Hukum

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

Kehutanan, yang telah ditandatangani dan diundangkan pada tanggal
2 Februari 2021.



Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi:

1. Penyelesaian Proses Penyusunan Dokumen Lingkungan, Persetujuan
Teknis, dan Surat Kelayakan Operasional (SLO).

2. Penyelesaian Proses Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan
Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan.

3. Penyelesaian Proses Pemberian Perizinan Berusaha.

Penyelesaian Proses Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup,
Persetujuan Teknis, dan Surat Kelayakan Operasional {(SLO).

Dalam rangka menindaklanjuti terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Kehutanan, yang telah ditandatangani dan
diundangkan pada tanggal 2 Februari 2021, dengan ini disampaikan hal-
hal sebagai berikut:
1. Penilaian AMDAL, atau pemeriksaan Formulir UKL-UPL dan pengajuan
Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang sedang

dalam proses, dilanjutkan sampai dengan terbitnya Persetujuan
Lingkungan.

9. Proses penilaian AMDAL atau pemeriksaan Formulir UKL-UPL
berdasarkan permohonan penerbitan Izin Lingkungan yang diajukan
dan dinyatakan telah lengkap administrasi sebelum tanggal 2 Februari
2021, dilaksanakan oleh Komisi Penilai AMDAL atau instansi
lingkungan hidup berdasarkan pengaturan kewenangan pada
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 tentang
Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup
serta Penerbitan Izin Lingkungan sampai dengan diterbitkan
Persetujuan Lingkungan dengan format sebagaimana diatur dalam
Pasal 49 ayat (6) dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup.

Proses Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait

Baku Mutu Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Limbah B3 berdasarkan

permohonan yang diajukan dan dinyatakan telah lengkap administrasi

dan/atau memenuhi persyaratan teknis sebelum tanggal 2 Februari

2021, diterbitkan Persetujuan Teknis dan/atau Surat Kelayakan

Operasional (SLO) yang selanjutnya dimasukkan dalam Persetujuan

Lingkungan melalui perubahan Persetujuan Lingkungan karena

merupakan perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup

sesuai Pasal 89 ayat (2) hurufj dan/atau k Peraturan Pemerintah Nomor

22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup.

4. Persetujuan Lingkungan yang telah diubah sebagaimana dimaksud
pada angka 3 (tiga), bagi usaha jasa Pengelolaan Limbah B3, jasa
pengumpulan air limbah atau jasa treatment dan pembuangan Air
Limbah menjadi prasyarat dan termuat dalam Perizinan Berusaha atau
Persetujuan Pemerintah.

5. Proses penilaian AMDAL, pemeriksaan Formulir UKL-UPL atau Proses
Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terkait Baku
Mutu Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Limbah B3 berdasarkan
permohonan yang diajukan setelah tanggal 2 Februari 2021, pemohon
diminta untuk mengajukan kembali permohonan sesuai Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
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11.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup kepada Menter,
gubernur, atau bupati/wali kota sesuai kewenangan penerbitan
Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.

Komisi Penilai AMDAL tetap melaksanakan penilaian AMDAL sampai
dengan terbentuknya Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup di Pusat,
Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 531
huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Lisensi yang telah dimiliki Komisi Penilai AMDAL dinyatakan tetap
berlaku dan dapat diperpanjang sampai dengan terbentuknya Tim Uji
Kelayakan Lingkungan Hidup.

Sertifikasi profesi dari lembaga sertifikasi profesi yang dimiliki oleh
penyusun AMDAL dinyatakan tetap berlaku sampai dengan
berakhirnya masa berlaku sertifikasi dan dapat diperpanjang sampai
terbentuknya Lembaga Sertifikasi Kompetensi.

Terhadap permohonan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan
Penyimpanan Limbah B3, berkas permohonan dikembalikan kepada
pemohon untuk selanjutnya dilakukan pengajuan permohonan
perubahan Persetujuan Lingkungan atau Surat Pernyataan dan
Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL}
yang memuat standar teknis Penyimpanan Limbah B3.

Terhadap permohonan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Limbah B3
vang dinyatakan sebagai Limbah nonB3 berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, berkas permohonan dikembalikan
kepada pemohon untuk selanjutnya dilakukan pengajuan permohonan
perubahan Persetujuan Lingkungan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021.

Terhadap Izin Pengelolaan Limbah B3 yang terbit sebelum tanggal 2
Febuari 2021 untuk Limbah B3 yang berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dinyatakan sebagai Limbah nonB3,
Pemegang Izin wajib mengajukan permohonan perubahan Perstujuan
Lingkungan yang memuat standar teknis Pengelolaan Limbah nonB3.

Penyelesaian Proses Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan
serta Penggunaan Kawasan Hutan serta Penggunaan Kawasan Hutan.
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Bidang Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan

a. permohonan yang telah mendapatkan Keputusan Pelepasan
Kawasan Hutan atau Keputusan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan
sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Kehutanan, dinyatakan sah dan tetap berlaku
sesuai ketentuan perundang-undangan.

b. permohonan Pelepasan Kawasan Hutan, Tukar Menukar Kawasan
Hutan atau Perubahan Fungsi Kawasan Hutan yang telah digjukan
dan memenuhi persyaratan, atau telah mendapat persetujuan
prinsip sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini akan tetap
diproses dengan memenuhi kewajibannya, selanjutnya diproses dan
dapat diterbitkan Keputusan Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan
atau Perubahan Fungsi Kawasan Hutan sesuai Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;



c. permohonan Pelepasan Kawasan Hutan, Tukar Menukar Kawasan
Hutan atau Perubahan Fungsi Kawasan Hutan yang telah diajukan
dan belum memenuhi persyaratan sebelum berlakunya Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Kehutanan, selanjutnya akan dikembalikan dan dapat diajukan
kembali sesuai peraturan perundang-undangan;

d. permohonan Pelepasan Kawasan Hutan atau Tukar Menukar
Kawasan Hutan atau melanjutkan usaha sesuai ketentuan Pasal 51
ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015
tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan
Hutan yang telah diajukan dan memenuhi seluruh persyaratan, atau
telah mendapat persetujuan prinsip sebelum berlakunya Peraturan
Pemerintah ini tetap diproses dengan memenuhi kewajibannya, dan
selanjutnya dapat diterbitkan persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan
atau melanjutkan usaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;

e. permohonan baru Pelepasan Kawasan Hutan, Tukar Menukar
Kawasan Hutan, atau persetujuan melanjutkan kegiatan usaha yang
telah terbangun di Kawasan Hutan sebelum berlakunya Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Kehutanan dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan Tata Cara Penerimaan
Negara Bukan Pajak yang Berasal dari Denda Administratif di bidang
Kehutanan, diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Bidang Penggunaan Kawasan Hutan.

a. Permohonan lIzin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang diajukan dan
dinyatakan telah lengkap persyaratannya sebelum tanggal 2
Februari 2021, ditelaah sebagai Persetujuan Penggunaan Kawasan
Hutan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

b. Permohonan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang diajukan dan
dinyatakan telah lengkap persyaratannya setelah tanggal 2 Februari
2021, dipersamakan sebagai permohonan Persetujuan Penggunaan
Kawasan Hutan dan ditelaah berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

¢. Permohonan perpanjangan dan/atau perubahan Izin Pinjam Pakai
Kawasan Hutan yang diajukan baik sebelum maupun setelah tanggal
2 Februari 2021, dipersamakan sebagai permohonan perpanjangan
dan/atau perubahan Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, dan
ditelaah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

d. Permohonan Penetapan Areal Kerja Izin Pinjam Pakai Kawasan
Hutan, yang diajukan baik sebelum maupun setelah tanggal 2
Februari 2021, dipersamakan sebagai permohonan Penetapan Batas
Areal Kerja Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, dan ditelaah
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Kehutanan.



G. Penyelesaian Proses Perizinan Berusaha.

1. Bidang Lingkungan Hidup

a.

Perizinan Berusaha bidang lingkungan hidup dan kehutanan
berdasarkan permohonan yang diagjukan dan dinyatakan telah
lengkap administrasi sebelum tanggal 2 Februari 2021, proses
penerbitan Perizinan Berusaha dilanjutkan berdasarkan Persetujuan
Lingkungan sebagaimana dimaksud pada huruf E angka 3 (tiga).

. Perizinan Berusaha bidang lingkungan hidup dan kehutanan

berdasarkan permohonan yang diajukan dan dinyatakan telah
lengkap administrasi setelah tanggal 2 Februari 2021, berkas
permohonan dikembalikan kepada pemohon untuk kemudian
dilakukan pengajuan kembali sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis
Risiko.

2. Bidang Pemanfaatan Hutan.

a.

Persetujuan [UPHHK-HA/HTI/RE dengan komitmen yang diterbitkan
sebelum tanggal 2 Februari 2021, penyusunan Dokumen Lingkungan
Hidup dilanjutkan sampai dengan terbitnya Persetujuan Lingkungan
(penyelesaiannya berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan
Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin
Lingkungan sampai dengan diterbitkan Persetujuan Lingkungan).

Pemegang persetujuan IUPHHK-HA/HTI/RE dengan komitmen yang
diterbitkan sebelum tanggal 2 Februari 2021, dan telah
menyampaikan Dokumen Lingkungan Hidup maka proses
pemberian perizinan tetap dilanjutkan sampai dengan terbitnya
perizinan berusaha.

Permohonan IUPHHK-HA/HTI/RE yang diterima sebelum tanggal 2
Februari 2021, permohonan diproses sesuai Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.

Permohonan IUPHHK-HA/HTI/RE yang diterima sejak tanggal 2
Februari 2021, berkas permohonan dikembalikan kepada pemohon
untuk kemudian dilakukan pengajuan kembali sesuai Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Kehutanan.

. Terhadap IUPHHK-HA definitif yang akan disesuaikan menjadi

Perizinan Berusaha dengan multi usaha/kegiatan, tetap
menggunakan Dokumen Lingkungan Hidup (AMDAL HA) yang telah
disetuyjui dan tidak perlu mengubah dokumen lingkungan karena
kegiatan IUPHHK-HA merupakan kegiatan yang memiliki dampak
penting dan resiko paling tinggi.

Terhadap Izin Usaha Pemanfaatan Hutan definitif selain HA yang
akan disesuaikan menjadi Perizinan Berusaha dengan multi
usaha/kegiatan, dokumen lingkungan disesuaikan sesuai dengan
kegiatan yang memberikan dampak resiko paling tinggi.



g. Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hutan yang masih berproses
dan kewenangannya diterbitkan oleh daerah, maka proses
selanjutnya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021
Kchutanan.

a2 Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu berdasarkan
permohonan yang diajukan dan dinyatakan tclah lengkap
persyaratannya sebelum tanggal 2 Februari 2021, ditelaah dan
diproses serta diterbitkan Perizinan Berusaha sesuai Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasis Risko.

tentang Penyelenggaraan

Ialam hal Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu berdasarkan
permohonan yang diajukan dan dinyatakan telah lengkap
administrasi setelah tanggal 2 Februari 2021, maka:

1) apabila telah memiliki persyaratan Izin Lingkungan sebelum
tanggal 2 Februari 2021, ditelaah dan diterbitkan Perizinan
Ferusaha sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risko.

apabila persyaratan Izin Lingkungan terbit setelah tanggal 2
Februari 2021, pemohon diminta menyesuaikan persyaratan
Persetujuan Lingkungan dengan format sebagaimana diatur
dalam Pasal 49 ayat (6) dan Pasal 63 Peraturan Pemerintah

Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
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.. Thdang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE)

<. terhadap pelaku usaha bidang KSDAE yang perizinan berusahanya
clah disetujui dan berlaku efektif sebelum berlakunya Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan

Berusaha Berbasis Risiko, tetap berlaku sampai dengan masa
berlaku izinnya habis.

b. ternadap pelaku usaha bidang KSDAE yang telah memperoleh
perizinan berusaha namun belum berlaku efektif yang memiliki

tingkat risiko tinggi, maka proses penerbitan izin definitif diproscs
olch Menteri melalui surat keputusan.

tevhadap permohonan izin baru dan perpanjangan bidang KSDAE
vang memiliki tingkat risiko menengah tinggi dan telah lengkap
persyaratannya yang diajukan sebelum dan setelah tanggal 2
Februari 2021, ditelaah dan diproses sesuai Peraturan Pemerintah

Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
erbasis Risiko.
4. Bidang Perbenihan Tanaman Hutan (PTH)

n. terhadap pelaku usaha bidang PTH yang perizinan berusahanya
telah disetujui dan berlaku efektif sebelum berlakunya Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
RBerusaha Berbasis Risiko tetap berlaku sampai dengan masa
berlaku yang tertera di dalam Surat Keputusan perizinan tersebut.
terhadap pelaku usaha bidang PTH yang permohonan perizinan
berusahanya telah diajukan sebelum tanggal 2 Februari 2021, akan
ditelaah menggunakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Nomor P.3/MENUHK/SETJEN/KUM.1/1/2020 tentang
Penyelenggaraan Perbenihan Tanaman Hutan.
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c. terhadap permohonan izin baru dan perpanjangan bidang PTH
setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dapat diterima
dan diproses oleh Menteri atau gubernur sesuai kewenangannya
setelah terbitnya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan
Kehutanan.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dijadikan pedoman.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 12 Maret 2021




